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NAMA SOP
Dokumentasi dan Pengarsipan PPID

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan lnformasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komunikasi dan lnformatika

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Penglolaan Pelayanan
lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Komisi lnformasi Republik lndonesia
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
lnformasi Publik

6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi Publik
dan Dokumentasi

7. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025
tentang Struktur Pengelola Layanan lnformasi dan
Dokumentasi pada Pejabat Pengelola lnformasi dan
Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola
lnformasi dan Dokumentasi Pelaksana.

1 . PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan lnformasi Publik dan
Dokumentasi

2. Petugas lnformasi memiliki kemampuan .

a) Memahami pendokumentasian, kearsipan
dan pengelolaan informasi

b) Memahami dan dapat menguasi teknologi
informasi,

c) Memiliki latar belakang Pendidikan yang
mendukung kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat keluar

1. Komputer
2. lnternet
3 ATK
4. Surat elektronik
5. Printer
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6. Daftar lnformasi Publik
7. Surat jawaban permohonan informasi public

8. SuraU Nota dinas
9. Telepon

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP
lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik,
maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan
oleh instansi.

Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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DESKRIPSI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN PPID

RUANG
LINGKUP

SOP Dokumentasi dan pengarsipan PPID terkait penyimpanan dokumen
PPID

DEFINISI
OPERASIONAL

1. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di
badan publik.

2. Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan
informasi, catatan dan latau keterangan yang dibuat dan/atau diterima
oleh OPD guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi.
Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata
persuratan yang berlaku

3. kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai
dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan
sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat,
penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip

RINGKASAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumentasi dan Pengarsipan PPID
bagaimana tatacara pendokumentasian dokumen PPID
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